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QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 35 TAHUN 2005

TENTANG
RETRIBUSI IZIN BENGKEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

RUPATI BIREUEN,

= Ul T2ilhEns
-~ o ~ LY, a o ma Alrmanm  imamis Dotmhao:
Retribusi Daerzh, Retribusi lzin 5:’1?,‘::i menpag=an eSS RSl
Daerzh yang pungutannya menjadi } kewenangan Pamerninizh Kadupaten
L
Kolz

[

ahwa sehubungan dengan hal tersebut diates, unluk kslancaran
penyelenggaraan pemerintehan dan pembany
pembiayazn, periu menetapkan Retribusi izin Bengkel sebagal

sumber Pendapatan Asli Dasrah;

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetepkan dalam suatu Qanun.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1881 fen
(Lembaran Negara
Nomor 3209);

a Tahun 1981 Nomor 79, Tambzhan Lembaran N

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajsk rgh dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1397 Nomor 41, Tamt
Lembaran Negara Nomor 3685);
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Undang-undang Nomor 44 Tahun 1938 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomur 3893);

Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Megara Tahun 198% Nomor

176, Tambahan Lembaran Negarz Nomor 3897);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomer 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomer 75,

Tambahan Lembaran Negara Nomeor 3963);

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tenteng Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Refribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4134);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

10. Peraturan
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10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;,

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang

Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat iI;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik
Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk
Produk-produk Hukum Daerah;

AN I/ Aavmiibiimanmnm
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19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang

Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang

Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI IZIN BENGKEL.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasai 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom
yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah; |

3. Bupati adalah Bupati Bireuen,

4, Pejabat ......c.ooo e
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erientu G bidang Retribusi Dasran
-

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas t
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Dasrah yang berlzku;

Dinas adalah Dinas Perindusirian, Perdagangan dan Kopsrzsi Xzbuozien
Bireuen;
0. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireue
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perserozn Terbzizs
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Uszha Milik Negara ateu
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma
enis La'*.:-ag'a, Dana

Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang seienis,
Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendzharawan
pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bi

9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiaten,
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan dan meniaga
kelestarian lingkungan;

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk  melakukan

pembayaran retribusi;
11. Surat Pendaftaran Objek retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat

SPAORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melapor
data Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan

pembayaran refribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi

daerah;
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12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD,
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar tambahan, yang selanjutnya
dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusar yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan:

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan  yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumiah kredit retribusi yang terutang
atau tidak seharusnya terutang;

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanks; administrasi
berupa bunga atau denda:

16. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang
diajukan oleh wajib retribusi:

17. Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berda
undangan Retribusi Daerah: |

sarkan peraturan perundang-

18. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribus; adalah serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana gj Bidang Retribusi
menemukan tersangkanya.

yang terjadi serta
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BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Izin Bengke! dipungut retribusi sebagai pembayaran atas kegiatan

pemberian perizinan.

Pasal 3

(1) Onbjek Retribusi adalah setiap kegiatan perbengkelan.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah bengkel-bengkel yanc kegiatannya
bersifat pelatihan dan pendidikan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan
perbengkelan.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUS!
Pasal 5

Retribusi |zin Bengkel digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat kegiatan perizinan
yang diberikan.

(2) Izin Bengkel diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu selama 2

{dua) tahun dan wajib daftar ulang setiap tahun dengan membayar retribusi.
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(3) Pendaftaran ulang Izin Bengkel harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum batas
pendaftaran ulang berakhir dengan melampirkan
a. Asli Surat Izin Bengkel;
b. Tanda Lunas PBB;

c. Tanda Lunas Retribusi Persampahan/Kebersihan.
RABV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS|

Pasal 7
(1) Terif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kegiatan izin bengkel.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Bengkel ditetapkan sebagai berikut -
a. Bengkel Kecil . Rp. 20.000.-
b. Bengkel Menengah : Rp. 50.000, -
c. Bengkel Besar . Rp. 100.000.-
BAB VI
PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

Izin dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam
surat izin.
BAB V||
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat negiatan izin bengkel
diberikan.
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(3) Rentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRSD atau dokumen lain yang sah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) di tetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah
dan SKRDKBT.
BAB X!
SANKSI ADMINISTRAS|
Pasal 14
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi adm.nistrasi berupa bunga sebesar 2 9 {dua)

persen setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.
BAB Xill
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBTdan STRD.
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(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retibusi diatur
dengan Keputusan Bupat.
BAB %IV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasi, 16

(1) Pengeluaran surai teguran/peringatan/surat iain yang sejeins sewggal awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)
hari sejak jatuh tempo pemhayaran,

(2) Dalam jangka wakty 7 (tujuh) hari  setelzh fanggal Surat teguran/
peringatan/surat  lain yang sejenis, Wajib Retribusi  harus  mewinasi
retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.
BAB XV
KEBERATAN
Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang sah,
SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

.....................
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(3) Dalam hal Wajib Retritusi mengajukan keberatan ata, retetapan reltitn),

Wajib Retribusi harus dapat membuktikan retidakbenaran ketetapan retribus
tersebut.

(4) Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling lzma 7 (duz) bulan sejak
tanggal SKRD atzu dokumen Jzin yang sah, SKRDKET dzn SYROLE
diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertenty dapat menunjukrzn bahwz
Jangka wiakiu itu tidak dapat dipenuhi ¥zrena kezdazn di luar kekuszass fyz.

zz=an

(5) Keberatan yeng tidek memenuhi persyaratzn
dalam ayat (2) dan (3} tidak diangozp sebe
tidek dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan fidax menundz kewsjiban membayzr Retribyei dan

Peleksanaan Penagihzn Retribusi

Pasal 18
4 . f uinle, ~1: mre i~ " s e 1 e - Cqqe
(1) Bupati dz am jangke  wakiu paing lamz 3 (tigz) bujzn Sefar tznggzl Surat
l’, D f Lan d‘ h ot or ’(Q roTe brn |/ . »t—- ey i s~
(E0€re terima harus m memberi | €putusan ztas k “UErgizn yzng diziukan

(2) Keputusan Bupati atzs keberzizn dorgs Lerupz menerimz seluruh, Wz atay
sebagian, menoizk atay menamizh beszmya retritysi yang terutzng,

(3) Apabilz jangka wakty U sebagaimanz dimaksud dalam ayat (1)t

Bupati tidak memberikan Sualu keputusan, keberatan yang dizjukan terseby
diznggap dikabulka

slah lewat dan

¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
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BAB XVI
PENGE VIBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

(1) Retribusi sebagaimen atas kelebihan pembayaran retribusi, Waijib Retribusi

dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 'bu!an sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan retribusi di anggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribuci lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalan ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian  kelebihan  pembayaran relribusi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 %

(dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
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Pasal 20

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara
tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
a. nama dan alamat wajib retribusi: |
b. masa retribusi:
C. besarnya kelebihan pembayaran:

d. alasan yang disingkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsuna atau melalui Pos tercatat.

(3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

(1) Pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah
membayar kelebihan retribus;.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4), pembayaran
dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukii pemindah bukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi,

(2) Pemberian ...............
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(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan reliibusi sehegaimant

dimaksud delam ayal (1) dapat diberikan kepada Wajib Refribusi antara Jain,
untuk mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain
diberikan |epada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau

kerusuhan,

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan

oleh Bupati.
BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui
jangka wakiu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat -erutangnya retribusi.
(2) Kadaluarsa penagihan  Retribusi sebagaim ina dimaksud dalam ayat (1)

tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun

tidak langsung.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati,
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BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewaj:bannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan pali :g lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana dibidang retriusi.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) adalah -

2. Menerimg, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindek pidana retribusi daerah:

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah:

d. Memeriksa ...............
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d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan can dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang rztribusi daerah;

Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen Iaiﬁ serta melakukan penyitaan

terhadap barang bukti tersebut;
f.  Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi daerah;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada

huruf e;
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi

daerah;
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Pasal ini

memberitahukan  dimulainya  penyidikan dan  menyampaikan  hasil

penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28
Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yana bertentangan

dengan Qanun ini dinyatakan tidak berfaku lagi.

Pasal 29
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerzh Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 10 September 2005 M
7 Sya’ban 1426 H

DRS. MUSTARA'A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 12 September 2005 M
9 Sya’han 1426 H

SEKRETAR%ERAH KABUPATEN,
9
DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si

Pembina Utama Madya
Nip. 010 071 923
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PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 35 TAHUN 2005

TENTANG

~ RETRIBUSI [ZIN BENGKEL

. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk
menwujudkan Otonomi Dagerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah
diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah.

.2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelan-:aran penyelenggaraan Pemerintahan
dan pembangunan yang berdaya guna dan berhzsil Quna serta untuk adanya ketertiban
dan keteraturan pemberian pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan

Retribusi Izin Bengkel.

3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Izin Bengkel, periu

diatur dalam suatu Qanun.

ll. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

" Pasal 1

Cukup jelas.
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Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup ielas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasai 8
Cukup jelas.

. Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
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Pasal 13
Cubup pesas
Pasal 14
Cubup las
Pasa 15
Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup elas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 20

Cutup jelas.
Pasal 21

Cukup pelas
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup ielas.
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Pasal 24

Cukup jelas.

pPasal 25

Cukup jelas.

pPasal 20

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.
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